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RINGKASAN

Menganalisis kemandirian keuangan daerah yang dilihat dari pajak daerah, retribusi
daerah dan dana perimbangan yang berdampak terhadap kemandirian daerah Kota di Batu
untuk periode 2009-2020 adalah tujuan dari penelitian. Menggunakan data kuantitatif dengan
data sekunder yang menggunakan sampel 12 tahun. Teknik pengambilan data dengan cara
dokumentasi yaitu melihat laporan realisasi dan anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota
Batu periode 2009-2020. Metode analisis yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian dalam
uji ketepatan model menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana
Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Sedangkan
secara parsial Pajak Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh pada kemandirian daerah.

Sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah di Kota Batu.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Kemandirian

Daerah.




BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Memakmurkan rakyat dalam aspek ekonomi maupun politik yang wajib dilakukan oleh
negara Indonesia adalah wujud tujuan dari pembangunan secara nasional dengan menggunakan
seluruh potensi dan juga sumber daya yang dimiliki yang digunakan secara efektif dan juga
efisien. Menurut Siahaan (2013) menyatakan perancangan nasional dalam pembangunan
otonomi daerah diberlakukan sehingga nantinya antara pemerintah dari daerah dan juga
pemerintah dari pusat menjalin koordinasi. Secara nasional tentunya diberlakukan pajak daerah
bahwa daerah telah diberi kebebasan yang berasal dari pusat dimana daerah harus mengurus
dan juga mengelola pembangunan dan juga kegunaannya diurus yang tertuang dalam UU no
28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan juga retribusi daerah, sehingga setiap daerah
memajukan dan mengurus rumah tangganya masing-masing. Pemerintah daerah atau disingkat
dengan Pemda diberikan kesempatan untuk mengelola sendiri dana yang diperoleh dan juga
sumber daya lainnya bahwa semua konsekuensi berada di daerah itu sendiri.

Kemandirian dari pemerintah yang terdapat di daerah nantinya akan dikelola yang
memiliki bagian yaitu keuangan yang dimanajemenkan oleh daerah itu sendiri sehingga secara
pengertian manajemen keuangan yang terdapat di daerah sebagai bentuk mengorganisir dan
mengelola semua sumber daya dan juga semua kekayaan yang daerah miliki dengan tujuan
melakukan pencapaian sesuai yang diharapkan oleh pemda. Mampu atau tidaknya pemda
melakukan pencapaian target sesuai perencanaan sebagai kinerja dari pemda itu sendiri.
Melalui hal tersebut kemandirian yang efektif dari daerah bahwa kinerja yang terdapat di
pemda dari aspek keuangan daerahnya diwajibkan melakukan pembiayaan setiap kegiatan
daerah dengan menggali pendapatan yang asli dari daerah melalui pengelolaan sumber daya.

Terdapat istilah yang disebut dengan PAD sebagai kepanjangan dari pendapatan asli
daerah yang diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh suatu daerah dengan mengumpulkan
biaya dengan tujuan untuk membiayai kegiatannya. Pajak yang terdapat di daerah dan juga
retribusi yang terdapat di daerah dimaknai sebagai pajak yang akan dipungut pemda karena
terdapat UU yang mengaturnya. Pajak yang terdapat di daerah itu sendiri dikelompokkan
menjadi pajak yang daerah dan juga pajak yang terdapat dalam negara disebut pajak negara
yang nantinya secara tanggung jawab dan sistem kelolanya diberikan langsung kepada pemda.

Pajak yang terdapat di daerah merupakan pendapatan paling berada di urutan pertama dari yang




namanya PAD. Pendapatan yang diperoleh pemda melalui pajak yang daerah mengalami
peningkatan maka kinerja keuangan dari pemerintah daerah itu sendiri akan meningkat dan
berpengaruh terhadap kemandirian daerah itu sendiri.

Usaha kerja keras yang dilakukan daerah dengan tujuan peningkatan PSD diharuskan
memiliki integrasi yang saling berkoordinasi melalui dari seluruh sumber daya yang masuk
dan juga yang diterima oleh daerah. Sehingga perlunya daerah lebih cermat untuk
mengelolanya sehingga menjadi efektif bahwa sumber daya yang didapatkan dijadikan
kekuatan dalam menghadapi hambatan yang akan dihadapi seperti kejelasan sumber daya.
Setiap sumber dana yang masuk ke daerah tersebut harus jelas dan dilakukan penelusuran
dengan teliti sumber-sumber dana berasal untuk dicatat sehingga ketika ada masalah yang
terkait PAD bisa dipecahkan melalui bukti berdasarkan bukti yang sudah ditetapkan dalam
perencanaan sebagai bentuk pertanggung jawaban oleh pimpinan daerah yang terbilang baik
dan juga setiap kepala daerah melalui kebijakan yang dibuat (Indrihastuti dan Amaniyah,
2020).

Melakukan pembayaran kepada kinerja daerah melalui tindakan dan juga perizinan
yang dilakukan dan disiapkan hingga diberikan khusus kepada pemda guna keperluan diri-
sendiri untuk individu dan juga badan. Melalui retribusi dari daerah masuk dalam kategori
menjadi retribusi tenaga yang berbasis umum dan retribusi yang berbasis usaha dan juga
retribusi berbasis perizinan. Retribusi yang terdapat di daerah adalah bahwa daerah mendapat
bantuan pendapatan sumber daya yang sangat besar dan menjadi sumber indikator penting
dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Jika retribusi suatu daerah meningkat atau sesuai
target akan berdampak terhadap peningkatan kinerja daerah itu sendiri. Pemda melakukan
implementasi dari retribusi dengan tujuan simbiosis mutualisme bersama masyarakat melalui
penyediaan fasilitas untuk masyarakat yang asalnya dari pengelolaan pemerintah. Melalui kerja
sama lah bahwa retribusi dilakukan penarikan antara pemanfaatan retribusi dan adanya petugas
dari masyarakat yang menghasilkan pembangunan (Hastuti dan Indah, 2020).

Melalui penjelasan UUD no 33 tahun 2004 perimbangan adanya keuangan yang berasal
dari pemerintah yang berada di pusat dan juga daerah telah dikatakan terkait dana yang berjenis
perimbangan ialah suatu dana yang nantinya diperoleh dan berasal dari APBN diperuntukkan
untuk wilayah daerah dalam melakukan pendanaan dalam memenuhi kebutuhan untuk daerah
saat desentralisasi. Menurut Djaenuri (2012) yang menyatakan bahwa perimbangan yang
berupa dana bersumber penghasilan di wilayah daerah yang asalnya dari APBN guna
melakukan dukungan wewenang dari pemda dalam melakukan pencapaian tujuan daerah

melalui otonomi daerah, dengan tujuan pelayanan yang ditingkatkan untuk masyarakat yang




sejahtera dan juga lebih baik. Dari UU tersebut perimbangan berupa dana dikelompokkan

menjadi yaitu dana sistem bagi hasil dan DAUN yang memiliki kepanjangan yaitu dana alokasi

umum dan juga DAK sebagai dana alokasi khusus sebagai anggaran yang asalnya dari

pemerintah pusat yang diberikan untuk pemda yang tujuannya melakukan pembiayaan

mengeluarkan anggaran dari daerah. Perimbangan yang berupa dana nantinya mempengaruhi

keuangan yang berkinerja yang berasal dari pemda dan apabila secara kemajuannya semakin

berubah menuju besar dengan pemda yang berstandar sesuai pemerintah yang berasal dari

pusat untuk melakukan pembiayaan yang ada di daerah dan keuangan dari kinerja turun

(Julitawati, 2012).

1.2. Rumusan Masalah

1.

Apakah Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Kemandirian Daerah di Badan Pendapatan
Daerah Kota Batu ?
Apakah Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Kemandirian Daerah di Badan

Pendapatan Daerah Kota Batu ?

. Apakah Dana Perimbangan Berpengaruh Terhadap Kemandirian Daerah di Dinas

Pendapatan Daerah Kota Batu ?

. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Berpengaruh Secara

Simultan Terhadap Kemandirian Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu?

1.3. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Daerah di Badan
Pendapatan Daerah di Kota Batu.
Untuk mengetahui Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah di Badan
Pendapatan Daerah di Kota Batu.

. Untuk mengetahui Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Daerah di Badan

Pendapatan Daerah di Kota Batu.
Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan
secara simultan atau bersama-sama terhadap kemandirian Daerah di Badan Pendapatan

Daerah di Kota Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis
Melalui tulisan yang dilakukan secara kaidah ilmiah agar bisa menjadi bahan literatur
dan bahan referensi untuk menunjang keilmuan peneliti dan juga pembaca terkait bidang

ekonomi terkhususnya akuntansi.




2. Manfaat Praktis

I.

Bagi Akademisi
Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan juga
bergunanya pengetahuan untuk memperkaya informasi pembaca untuk bahan literasi
maupun referensi yang berkaitan dengan pajak daerah, Retribusi Daerah dan juga
Dana Perimbangan serta Kemandirian Keuangan yang terdapat di Daerah.
Bagi Pemerintah
Bagi government terkait hasil dari research ini dapat menambah manfaat untuk
pengambil kebijakan yang ada di Kota Batu dan dapat menambah informasi aktual
yang terkait dengan adanya pajak yang berasal dari daerah dan diberlakukan retribusi
daerah dan juga perimbangan berupa dana yang nantinya berguna untuk daerah yang
mandiri yaitu badan pendapatan daerah kota batu.
Bagi Universitas
Sebagai informasi dan referensi bagi Mahasiswa/i Universitas Tribhuwana
Tunggadewi Malang khususnya mahasiswa/i program studi Akuntansi yang ingin
meneliti lebih lanjut berkaitan dengan adanya pajak yang berasal dari daerah dan
diberlakukan retribusi daerah dan juga perimbangan berupa dana yang nantinya

berguna untuk daerah yang mandiri yaitu badan pendapatan daerah kota batu.
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